Pertemuan ke 9

Kelembagaan Negara
	MPR menetapkan mengenai kedudukan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan lembaga-lembaga tinggi Negara sesuai dengan TAP MPR No. VI tahun 1973 Jo Tap MPR No. III/MPR/tahun 1978 dan MPR No. IV/MPR/1999.
Menurut ketetapan ini bahwa MPR lembaga tertinggi Negara sedangkan  presiden,DPA, DPR, BPK, MA adalah lembaga tinggi negara
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MA (Mahkamah Agung) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU
KY (Komisi Yudisial)	Bersifat mandiri yang berwewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan. Keluhuran dan martabat serta perilaku hakim.
MK (Mahkamah Konstitusi)	Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

MPR
Kedudukan MPR dalam pasal 1 (2) yang isinya kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR .
Keanggotaan MPR pasal 2 (1)  MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu diatur dengan UU
Tahun 2009
Anggota MPR terdiri :	DPR 			(550) hasil pemilu 44 partai
		             DPD 			(128) 
Tahun 2004, UU no 22 th 2003 pasal 22
Anggota MPR  terdiri : DPR 	(539) hasil pemilu golkar 127,PDI P 109,PPP                57,Demokrat 57,PAN 53,Kebangkitan Bangsa 52,PKS 45,Bintang Reformasi 14,Damai sejahtera 13,bintang pelopor ind 12
		              DPD 		(132)
Tahun 1999 ,UU no 4 tahun 1999 pasal 2(2)
Anggota MPR total(700):DPR(500) terdiri	*Hasil Pemilu (462)
						*TNI (38)
		             Utusan daerah		(135)
		             Utusan golongan	(65)
Tahun 1985,UU no 2 ’85 jml anggota MPR 1000
	 DPR			(500)
	Utusan golongan	(100)
	Utusan daerah		(147)
	Organisasi Politik + ABRI		(253)
Masa jabatan MPR adalah 5 tahun. Sebelum memangku jabatan anggota DPR memangku sumpah dan janji dipandu oleh ketua MA dalam sidang paripurna. 
Tugas MPR tercantum dalam pasal 3 (1)(2)(3)
(1). MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. 
(2). Melantik presiden dan wakil presiden
(3). Menghentikan presiden dan wapres dalam masa jabatannya.
Masa sudang MPR tercantum dalam pasal 2 (2) yang berbunyi MPR bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun dalam ibu kota negara. Ada 2 macam sidang yaitu :
Sidang Paripurna
Sidang Istimewa 
Sidang istimewa bisa dilakukan jika:
Menurut MPR presiden telah melanggar haluan negarayang telah ditetapkan UUD dan MPR.
Apabila wapres berhalangan tetap maka DPR meminta mengadakan sidang istimewa untuk mengadakan pengangkatan wapres yang baru.
Apabila presiden dan wapres berhalangan tetap, maka diadakan sidang istimewa untuk memilih keduanya.
Hak dan kewajiban MPR 
Hak MPR :
MPR berhak mengajukan usul-usul perubahan pasal-pasal dari UUD.
MPR mempunyai hak imunitas (kekebalan hukum pada saat sidang-sidang umum MPR saja) tetapi diluar itu tetap sebagai warga negara.
MPR mempunyai hak protokoler (kehormatan) berkenaan dengan jabatannya.
Mempunyai hak memilih dan dipilih.
Kewajiban MPR :
Mengamalkan pancasila.
Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perndang-undangan.
Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
Menjaga keutuhan negara dan kerukunan nasional.
Melaksanakan peranan wakil rakyat dan wakil daerah.
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